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Hirhpun Masukan Dari Masyarakat

Komisi Xil DPR Susun Naskah
Akademik RUU Perubahan Iklim

Dampak perubahan iklim semakin terasa. Berhagai
bencana terus mengancam keselamatan masyarakat,
mulai dari kekeringan, banjir, hingga longsor,

BENCANA alam yang me-
luas itu jadi dasar penyusunan
RUU Perubahan Iklim. Regulasi
ini diharapkan jadi instrumen
perlindungan publik sekaligus
memperkuat tata kelola ling-
kungan hidup nasional.
Anggota Komisi XII DPR
Rokhmat Ardivan menegaskan,
regulasi ini tidak hanya soal
lingkungan, juga menyangkut
keselamatan masyarakat dan
keberlanjutan pembangunan.
Karena berbagai bencana alam
yang marak terjadi berpotensi
menimbulkan korban jiwa, keru-
sakan rumah warga, serta beban
ekonomi yang sangat besar.
Besarnya dampak bencana
alam menunjukkan perlu langkah
antisipas! yang terintegrasi penuh
melalui payung hukum. Langkah
itu wajib mampu menjaga keber-
lanjutan pertumbuban ekonomi
negara. ‘Selain itu juga memas-
tikan tata kelola lingkungan hidup
nasional berjalan dengan baik."

Jjelasnya, Kamis (8/10/2026)

RUU Perubahan Iklim, kata
Rokhmat, diharap bisa jadi lan-
dasan kuat untuk memperkuat
berbagal upaya penanganan
iklim. Termasuk pelestarian
hutan serta pengelolaan sampah
perkotaan dan perdesaan. Selu-
ruh langkah itu saling berkaitan
untuk menjaga kualitas ling-
kungan. mengurang] risiko krisis
ekologis, sekaligus melindungl
selurub lapisan masyarakat luas.

Sejalan dengan itu. pengem-
bangan Energi Baru Terbarukan
(EET) juga jadi bagian utama
dalam menghadapi tantangan pe-
rubahan iklim. Potensi energi ber-
sth nasional seperti panel surya,
tenaga bayu, dan mikrohidro
perlu dioptimalkan untuk me-
ngurangi ketergantungan energi
fosil. "Langkah strategis itu
sejalan dengan arahan Presiden
Prabowo Subianto,” katanya.

Senada, Wakil Ketua Komisi
XII DPR Sugeng Suparwolo
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Rokhmat Ardiyan

menilai, aturan khusus mitigasi
dan adaptasi perubahan iklim
diperlukan untuk memperkuat
perlindungan masyarakat. Krisis
iklim kini jadi ancaman global
yang memicu tisiko hencana
hidrometearologl, gangguan
ketahanan pangan. krisis air,
serta kerusakan ekosistem yang
memperbesar dampak sosial
Sugeng mengatakan, kondisi
itu menunjukkan perlu langkah
mitigasi dan adaptasi yang ter-
arah melalui kerangka regulasi
hukum yang kuat. Keberadaan

aturan vang secara khusus me-
ngatur perubahan iklim diha-
rapkan mampu memberikan
landasan kompeehensif dalam
merespons berbagal dampak
krisis ekologis yang muncul di
tengah masyarakat Indonesia.

Kebumlan regulast khusus i
semakin mendesak karena keten-
tuan perubahan iklim saat ini masth
tersebar dalam berbagal UU sek-
toral dan aruran pelaksana. Oleh
sebabitu, Komist XII DPR tengah
mengkajl penyusunan aturan spe-
sifik seperti RUL Perubahan Iklim
yangmengikat guna mengintegra-
stkan seluruh pengaturan mitigasi
serta adaptasi iklim.

Dalarm prosesnya, penyustnan
RUU Perubahan Iklim dilakukan
dengan rmembika ruang partisi-
pasi publik secara luas dan ber-
makna bagi seluruh pemangku
kepentingan. “Komisi XII DPR
dengan tim penvusun telah
membahas naskah akademik
serta fetus menghimpun berba-
gai masukan dari akademisi,
praktisi, repulator, LSM, dan
para pakar terkait." ungkapnya.

Terkait RUU ini, Menteri
Lingkungan Hidup (LH) Jumhur

Hidayat menilai, aturan soal iklim
memang harus berdiri sendiri agar
menghaditkan tata kelola ling-
kungan yang lebih fokus. Karena
sebelumnya muncul wacana,
apakah aturan iklim disisipkan ke
revisi UU LEH 2009 atau dibentuk

Jadi peraturan terpisah.

Regulasi khusus, menurut
Jummhar, lebih dibutuhkan karena
perubahan iklim merupakan
tantangan baru yang memerlu-
kan pendekatan serta strategi
berbeda dari hukum lingkungan
hidup konvensional. Model
pembangunan lama yang sangat
bergantung pada energi fosil dan
eksploitast hutan terbuktl telah
menciptakan berbagai ketim-
pangan sosial maupun ekologls.

Dia bilang, dalam RUU Peru-
bahan Iklim Pemerintah mema-
sukkan asas keadilan iklim
dengan mengusulkan sebuah
pendekatan baru berupa aksi
kesejahteraan rakyat. “Selain
aksl mitigas! dan adaptasi yang
umum di dunia, [ndonesia me-
nambah aksi kesejahteraan demi
menjalankan amanat luhur Pan-
casila serta cita-cita pendir
bangsa,” terangniya. mPY8
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